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ABSTRACT

COORDINATION DEPARTMENT TRANSPORTATION IN IMPROVING
SERVICES OF TRANSPORTASTION CITIES (PUBLIC
TRANSPORTATION) IN BANDAR LAMPUNG

By

Pranita Miharti

The coordination Department Transportation in improving services of
transportation cities in Bandar Lampung is regulated in the Decision Walikota
Bandar Lampung No. 40/ 12/ HK/ 2011 about the establishment of forum traffic
and transport way in the city Bandar Lampung. In the decision of Department
Transportation coordination with DPC Organda and Polresta in improving
transport services in the city Bandar Lampung. Coordination is done because look
the number of transport in Bandar Lampung much, a bad transport service and not

a good public transportation in diving in Bandar Lampung.

This study purpose to describe and analyze the coordination Department
Transportation in the city transport services, and to see the factors that inhibit of
Department Transportation in coordinating improving the service of urban
transport. The method used in this research is qualitative approach. Data

collection techniques used are interviews, observation, and documentation.



The results of research from the coordination Department Transportation in
improving urban transport services in Bandar Lampung can be seen through seven
effective coordination indicators, namely: managerial hierarchy, rules and
procedures, plans and goal setting, vertical information systems, horizontal
relationships, creation of additional resources and the creation of stand-alone
tasks. Based on these indicators indicate that the coordination conducted by the
Transportation Department in improving public transportation services has run
optimally. This is because of the seven indicators, one indicators of which have
not run well. And also there are obstacles in the coordination is a rare
coordination meeting and the form of business transport is still in the form of
individual business. The recommendations that researchers provide, namely the
creation of a more innovative one of them making uniform for angkot drivers,
angkot controls that must be frequently implemented, making the implementation

schedule coordination meeting.
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ABSTRAK

KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA (ANGKOT)
DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Pranita Miharti

Koordinasi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi
angkutan kota di Bandar lampung diatur dalam Keputusan Walikota Bandar
Lampung No. 40/ 12/ HK/ 2011 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan
Angkutan jalan Kota Bandar Lampung. Dalam keputusan tersebut Dinas
Perhubungan melakukan koordinasi dengan DPC Organda dan Polresta dalam
meningkatkan pelayanan angkot di Kota Bandar Lampung. Koordinasi ini
dilakukan karena melihat jumlah angkot di Bandar Lampung yang banyak,

pelayanan angkot yang buruk dan tidak teraturnya angkot dalam berkendara.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis koordinasi Dinas
Perhubungan dalam pelayanan jasa transportasi angkutan kota, dan untuk melihat
faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan dalam berkoordinasi
meningkatkan pelayanan angkutan kota. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dgunakan adalah

wawancara, observasi, dan dokumentasi.



Adapun hasil penelitian dari koordinasi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan
pelayanan angkutan kota di Bandar Lampung dapat dilihat melalui tujuh indikator
koordinasi yang efektif, yaitu : hierarki manajerial, aturan dan prosedur, rencana
dan penetapan tujuan, sistem informasi vertikal, hubungan-hubungan horizontal,
penciptaan sumberdaya tambahan dan penciptaan tugas-tugas yang berdiri sendiri.
Berdasarkan indikator tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan
oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan angkot sudah berjalan
dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan dari tujuh indikator, hanya satu
indikator yang belum berjalan dengan baik. Selain itu terdapat kendala dalam
melakukan koordinasi tersebut yaitu rapat koordinasi yang jarang dilaksanakan
dan bentuk usaha angkutan yang masih berbentuk usaha perorangan.
Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu penciptaan perencanaan yang lebih
berinovasi salah satunya pembuatan seragam bagi pengemudi angkot, pengawasan
angkot yang harus sering dilaksanakan, pembuatan jadwal pelaksanaan rapat

koordinasi.

Kata Kunci : Koordinasi, Pelayanan Publik, Transportasi Publik Perkotaan
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor yang mempengaruhi
berkembangnya suatu perkotaan. Kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk
di perkotaan disebabkan adanya urbanisasi dan tingkat kelahiran yang tinggi. Kota
Bandar Lampung sebagai pusat seluruh kegiatan di Provinsi Lampung baik itu
pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya secara langsung menyebabkan jumlah
pertambahan penduduk yang terus meningkat. Semakin banyak jumlah penduduk
maka semakin banyak jenis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kota-kota yang

sedang berkembang.

Salah satu fungsi pemerintah kota adalah menciptakan pelayanan publik
perkotaan. Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota yang sedang
berkembang tentunya membutuhkan pelayanan dalam hal fasilitas sarana dan
prasarana kota, yang salah satunya adalah fasilitas transportasi publik.
Transportasi merupakan sektor penunjang utama terhadap mobilitas penduduk
perkotaan, dan sarana penunjang pengalokasian barang dan jasa yang merupakan
unsur terpenting dalam penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan
pembangunan suatu perkotaan. Selain kepentingan perekonomian sarana
transportasi  juga diperlukan untuk tujuan sosial seperti bekerja, sekolah,

berbelanja, berwisata, dan lainnya.



Transportasi publik di Kota Bandar Lampung yang masih menjadi perhatian yaitu
angkutan kota (Angkot). Angkot sendiri merupakan salah satu angkutan massal
terlama yang masih berada di kota-kota besar salah satunya di Kota Bandar
Lampung. Walaupun dapat di katakan angkot sudah mulai digantikan
keberadaanya dengan BRT namun keberadaan angkot masih sangatlah
dibutuhkan, hal ini dikarenakan angkot memiliki tingkat jangkauan yang lebih
luas dibandingkan dengan BRT yang hanya melayani jalan-jalan utama di pusat

Kota Bandar Lampung.

Tidak hanya itu keberadaan angkot juga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat
di Bandar Lampung khususnya para ibu rumah tangga dan anak-anak sekolah. Hal
ini dapat terlihat dari surat kabar yang mengatakan bahwa akibat angkot demo dan
mogok bekerja, banyak anak-anak sekolah dan penumpang setia angkot yang
terlantar, bahkan polisi pun ikut turun tangan untuk mengantar para anak sekolah
yang menunggu angkot dengan mobil polisi. (https://kupastuntas.co/kota-bandar-
lampung/2017-08/angkot-tidak-beroperasi-polisi-siapkan-angkutan-gratis/,

diakses pada 05 November 2017).

Angkot memang masih memiliki peranan penting sebagai salah satu transportasi
publik. Angkot merupakan angkutan massal sehingga dapat dikatakan keberadaan
angkot mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi. Akan
tetapi disisi lain fasilitas dan pelayanan penyedia jasa angkot yang kurang
memperhatikan kenyamanan, baik fisik maupun dari segi kualitas pelayanannya
menjadikan masyarakat perkotaan lebih memilih angkutan pribadi ataupun

transportasi pribadi sebagai pemenuhan mobilitasnya. Maka dari itu permasalahan


https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-08/angkot-tidak-beroperasi-polisi-siapkan-angkutan-gratis/
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pelayanan angkot di Kota Bandar Lampung masih sangat perlu diperhatian oleh
pemerintah. Angkot di Bandar Lampung sendiri terdiri dari 14 trayek,
sebagaimana yang terlihat pada data di bawah ini.

Tabel 1
Jurusan Trayek Angkot

No Jurusan Trayek Angkot Warna Jumlah
1 Tanjung Karang — Rajabasa Biru Laut 146
2 Tanjung Karang — Sukaraja Ungu 106
3 Sukaraja — Srengsem Orange 118
4 Tanjung Karang — Garuntang Hijau Pupus 60
5 Tanjung Karang - JI.Tengku Umar (Way Cream 117
Halim)
6 Tanjung Karang - Tirtayasa - Simp Putih/Hijau 28
Ir.Sutami
7 Tanjung Karang - Ryacudu - Simp Putih/Biru Hijau 2
Ir.Sutami
8 Tanjung Karang — Kemiling Merah Hati 135
9 Tanjung Karang — Sukarame Abu-Abu Muda 105
10 | Tanjung Karang - Permata Biru Abu-abu/ Biru Dongker 48
11 | Tanjung Karang - Sam Ratulangi Merah Hati/ Biru 58
12 | Pasar Cimeng — Lempasing Biru Dongker/ Abu-abu 12
13 | Rajabasa - Pramuka — Kemiling Kuning Jeruk 0
14 | Sukaraja — Lempasing Biru Dongker 14

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 2017

Jika dilihat pada tabel satu, terlihat masih banyaknya jumlah pembagian
kendaraan berdasarkan trayek yang tidak rata, yang mana jumlah kendaraan
tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga ada rute yang kosong namun
ada juga rute yang terlalu banyak jumlah kendaraannya. Hingga saat ini
masih  belum ada perhitungan kebutuhan jumlah armada agar sesuai dengan

permintaan (demand) di masyarakat.

Data pada tabel satu menunjukkan bahwa trayek angkot di Bandar Lampung
terdiri dari 14 trayek, namun jika dilihat dilapangan trayek angkot yang berjalan

hanya 12 trayek. Selain itu juga terkait permasalahan trayek ini, masih banyaknya



supir angkot yang mengeluhkan pengaturan trayek yang tidak jelas, sebagaimana
yang dikatakan supir angkot jurusan Kemiling-Tanjung Karang tentang perubahan
trayek angkot jurusan Pahoman-Tanjung Karang menjadi Kemiling-Tanjung
Karang tanpa mengurus surat-surat kir terlebih dahulu melainkan mengubah
warna cat mobil saja. (http://www.lampungl.com /2016/11/para-supir-angkot-
kemiling-keluhkan-kinerja-dishub-bandar-lampung/ diakses pada 05 November

2017).

Selain permasalahan trayek di atas, permasalahan akan rendahnya tingkat
kenyamanan dan keamanan angkutan juga masih banyak terjadi, hal ini terlihat
dari kondisi angkutan yang masih kurang terawat, tarif angkutan yang berubah-
ubah, ketersediaan halte yang tidak memadai, dan banyaknya angkot yang

dikendarai secara ugal-ugalan. Sebagaimana yang terdapat dalam data di bawah

ini.
Tabel 2
Data Kecelakaan Akibat Angkot Ugal-Ugalan
Waktu Lokasi Kejadian Korban

19 Agustus 2016 JI. Iman Bonjol trayek Penumpang dan
angkutan Tanjung Karang- pengendara motor terluka
Kemiling

22 Agustus 2016 Depan pondok permata biru | Tidak ada korban jiwa,
trayek angkutan Tanjung tetapi terdapat penuh
Karang-Sukarame pelajar Smp di dalam

Angkutan yang terluka

07 Desember 2016 JI. Gatot Subroto trayek 3 Penumpang terluka
angkutan Tanjung Karang-
Garuntang

07 Maret 2017 Depan perumahan Cita 2 warga terluka
Pesada 2 trayek angkutan
Tanjung Karang-Ratulangi



http://www.lampung1.com/

Waktu Lokasi Kejadian Korban
19 Juli 2017 JI. Teuku Umar trayek Tidak ada korban jiwa
angkutan Tanjung Karang-
Rajabasa

03 Agustus 2017 JI. Sam Ratulangi Trayek Penumpang terluka
Angkutan Tanjung Karang-
Sam Ratulangi

Sumber : Data diolah peneliti tahun 2017

Menurut Adisasmita dan Adji (2011:26) Jasa transportasi yang efektif dan efisien
harus memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah lancar dan aman.
Karakteristik lancar dan aman ini berarti perjalanan dilakukan secara cepat dan
pelayanan transportasi dilakukan tanpa mengalami kecelakaan selama perjalanan.
Namun dari data di atas terlihat jelas bahwa masih banyaknya kecelakaan yang
dialami akibat Kketidaktertiban pengendara angkot sehingga angkutan yang
dijalankan dikendarai dengan seenaknya, tanpa memikirkan keselamatan

penumpang.

Melihat kondisi pelayanan transportasi angkutan kota di Bandar Lampung yang
masih mengalami banyak permasalahan, perlu disadari akan pentingnya
peningkatan pelayanan transportasi publik secara aman dan nyaman bagi
pengguna angkot di perkotaan khususnya di Kota Bandar Lampung secara efektif
dan efisien. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut perlu adanya kerjasama
antara pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bandar
Lampung sebagai organisasi pemerintah yang bertugas melaksanakan
kewenangan desentralisasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandar
Lampung dengan instansi-instansi terkait yang terhubung dalam pengaturan

angkutan kota.



Menurut (Adisasmita & Adji, 2011: 63) mengingat pentingnya pelayanan jasa
transportasi maka diperlukan peranan pemerintah sebagai regulator dalam
mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan transportasi. Dari
pernyataan tersebut terlihat bahwa pemerintah memegang peranan penting sebagai

penyelenggara pelayanan transportasi di perkotaan.

Namun dalam melakukan perbaikan mengenai permasalahan angkot, Pemerintah
dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tidak dapat bekerja
sendiri, karena angkot merupakan usaha dibidang transportasi yang masih dalam
bentuk usaha perorangan, sehingga dalam melakukan perbaikan pelayanan dalam
angkot diperlukan koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan para pengusahan
angkot. Selain dari itu koordinasi antar Dinas Perhubungan dan Polersta Kota
Bandar Lampung juga sangat dibutuhkan, karena dalam hal penindakan angkot
yang melanggar lalu lintas seperti, angkot yang dikendarai ugal-ugalan hal
tersebut tentunya memerlukan koordinasi dari pihak kepolisian agar terwujudnya
sistem transportasi yang efektif dan efisien. Menurut (Adisasmita & Adji, 2011:
20) Sistem transportasi perkotaan yang efektif dan efisien, akan berdampak
terhadap kelancaran, keteraturan dan ketertiban lalu lintas. Selain dari itu
koordinasi ini juga diperlukan untuk menindak lanjuti permasalahan trayek
angkot, di mana masih kurangnya koordinasi pemerintah terkait permasalahan
trayek angkot ini, sehingga masih banyaknya supir-supir angkot yang dengan

gampang memakai trayek angkot lain.

Sistem transportasi sendiri merupakan sistem yang rumit, terdapat beberapa

subsistem yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni pemerintah kota



sebagai pembuat aturan (Regulator), pihak swasta sebagai penyedia layanan
angkutan kota (Operator) dan masyarakat sebagai pengguna layanan angkutan
kota (Pengguna). Agar terselenggaranya pelayanan yang baik, maka pemerintah
kota dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai pemegang kewenangan dibidang
perhubungan khususnya yang mengatasi permasalahan terkait lalu lintas dan
angkutan jalan, memerlukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai
penanganan permasalahan yang kerap terjadi pada angkot. Berdasarkan yang
tercantum dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 Pasal 13 butir 1 dalam
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan secara
terkoordinasi oleh setiap penyelenggara beserta pihak-pihak yang terkait dalam

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan transportasi di perkotaan
khusunya angkot, maka koordinasi diperlukan untuk memadukan berbagai
kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan
bersama. Sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala Seksi angkutan orang Kota
Bandar Lampung, bahwa peningkatan pelayanan angkutan memang diperlukan,
dan ingin membuat masyarakat mau menaiki angkutan kota supaya kemacetan di
Bandar Lampung dapat berkurang, hal ini sesuai dengan visi Dinas Perhubungan
Bandar Lampung yaitu menyelenggarakan sistem transportasi yang berkualitas.
Dan penyelenggaraan visi dilakukan salah satunya dengan meningkatkan

koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.

Koordinasi diperlukan mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan,

implementasi sampai evaluasi. Angkutan kota merupakan salah satu moda



transportasi yang masih menjadi fokus pembenahan pemerintah maupun penyedia
jasa angkutan umum, terutama menyangkut kualitas pelayanan nya kepada
masyarakat. Koordinasi di sini dilakukan supaya peningkatan kualitas pelayanan
angkutan kota dapat berjalan dengan baik. Atas dasar ini lah penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul : “Koordinasi Dinas Perhubungan dalam
Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Angkutan Kota (Angkot) Di Bandar

Lampung”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji oleh

penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Koordinasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam
Meningkatkan Pelayanan Jasa Transportasi Angkutan Kota?

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi Dinas
Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan kota

di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana koordinasi Dinas
Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan kota

di Bandar Lampung.



2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat
koordinasi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan jasa

transportasi angkutan kota di Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
penelitian dalam kajian studi administrasi negara khususnya yang berkaitan
dengan pelayanan publik dan kebijakan publik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dan
saran-saran bagi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan

kualitas pelayanan publik.



II.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koordinasi

2.1.1 Pengertian Koordinasi

Koordinasi dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan organisasi swasta maupun
publik. Sebagaimana dijelaskan Hasibuan (2014:85), koordinasi adalah kegiatan
mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen
(6m) dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
Koordinasi merupakan bagian terpenting di antara anggota-anggota atau unit-unit
organisasi yang pekerjaannya saling bergantungan. Kordinasi sangat diperlukan
dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut sehingga akan
terjadi negosiasi agar mendapat kesepakatan. Beberapa ahli memberikan
pengertian tentang koordinasi.
Menurut Handoko (2011:195) :
Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan
kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-
bidang fungsional) untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa
koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan
pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.
Handayaningrat (1982:88) :
Koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian yang berbeda-beda, agar
kegiatan dari bagian-bagian itu dapat selesai tepat pada waktunya, sehingga

masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara
maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.
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Menurut Terry dalam Torang (2014:182) :
Koordinasi adalah salah satu strategi yang sangat efekif dalam mencapai tujuan
organisasi oleh karena : “coordination is the orderly synchronization of efforts
to provide the proper amount, timing, and directing of execution resulting in
harmonious and unfied actions to a state objective. Koordinasi adalah
sinkronisasi yang teratur (orderly synchronizatio) dari usaha-usaha (efforts)
untuk menciptakan pengaturan-pengaturan waktu (timing) dan terpimpin
(directing), dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (harmonious) dan bersatu
untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (state objective).

Menurut Money dan Reily dalam Handayaningrat (1982:88) :
“Coordination as the achievment of orderly group effort, and unty of action in
the pursuit of a common purpose”. (Koordinasi sebagai pencapai usaha
kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan
bersama)

Sedangkan menurut E.F.L. Brech dalam Hasibuan (2014: 85) :
Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan
lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar
kegiata itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para
anggota itu sendiri.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud

dengan koordinasi adalah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian

kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Menciptakan suatu koordinasi yang efektif tentunya diperlukan hubungan kerja
dan komunikasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan Tunggal (1993:221) bahwa
komunikasi adalah kunci dari koordinasi yang efektif. Koordinasi dan hubungan
kerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengkait, karena koordinasi hanya
dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.
Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapai

koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi
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(hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasilguna dan

berdayaguna (efisien dan efektif).

Koordinasi dalam pemerintahan menurut Syafrudin (1993:268) adalah “‘suatu
proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyerasikan tiap
langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk
mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. Selain sebagai suatu
proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib
dari kumpulan gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Koordinasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan
pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan
kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat
maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintah non departemen yang
mempunyai tugas dan kewajiban dan kewenangan yang saling berhubungan satu
sama lainnya; pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya
kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan

pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangata dan tertib kerja.

Torang (2014:182) menyatakan bahwa proses manajemen akan berjalan sempurna
dan efektif, apabila koordinasi diimplementasikan khusus pada dimensi
‘organizing’ dan ‘actuating’. Berikut ini skema yang menggambarkan hubungan

antara proses manajemen dengan koordinasi.
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Bagan 1. Internal Coordinating of an Enterprise (Terry)

Co-ordination

Suiuueld

Men

Dealing with

Orgininzing materials, machine, Actuating

money, markets &

methode

Suijjonuo)

Co-ordination

Sumber : Torang (2014: 182)

Skema di atas menggambarkan hubungan antara manajemen proses dengan
koordinasi. Pada kotak tengah menggambarkan bahwa manusia (men) yang
dilengkapi dengan memiliki bahan (materials), mesin (machine), uang (money),
pasar (markets), dan metode (methods) tidak akan mencapai tujuan organisasinya
tanpa menjalankan fungsi manajemen (planning, organizing, actuating, dan

controlling) serta melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal.

1. Perencanaan (Planning) dan Koordinasi (Coordination)

Menurut Terry, pengaruh perencanaan sangat signifikan tehadap koordinasi. Hal
ini berarti bahwa sebuah rencana haruslah terinterelasi dan si desain bersama dan
oleh sebab itu, kedudukan organisasi menjadi sangat penting. Misalnya dalam

pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dalam membuat rencana (planning),
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sebuah sekolah harus menginterelasikan dan mendesain rencana tersebut bersama
dengan guru, murid, masyarakat lingkungan sekolah, dan stakeholder. Apa yang
dilaksanakan di atas merupakan wujud pelaksanaan koordinasi.

2. Pengaturan (Organizing) dan Koordinasi (Coordination)

Sangat sulit untuk tidak melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan
‘organizing’ sebagai salah satu fungsi manajemen. Terry menjelaskan bahwa :
“oganizing has a pofound effect upon coordination because where the component
activities are assigned regulates the amount and extend of co-ordination they will
receive. A manager with three subordinates reporting to him is logically expected
to maintain co-ordination among their efforts”. Pendapat Terry tersebut
mengindikasikan bahwa manajemen hanya dapa efektif melalui koordinasi dan
atau keberhasilan ‘organizing’ dalam sebuah koordinasi ditentukan oleh
‘coordination’.

3. Pelaksanaan (Actuating) dan Koordinasi (Coordination)

‘Actuating’ pelaksanaan tipe dan fungsi kepemimpinan (leadership function),
pengawasan, dan instruksi merupakan bentuk ‘coordination’ yag sangat
signifikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Terry yang menjelaskan bahwa :
“by employing variations in the intensities of the many different actuating forces,
a manager helps to achieve coordination”.

4. Pengawasan (Controlling) dan Koordinasi (Coordination)

Menurut Terry ‘controlling” memiliki hubungan langsung dengan ‘coordination’
terhadap evaluasi kemajuan pekerjaan. Hal tersebut membantu mensinkronkan

setiap usaha, sehingga tujuan organisasi yng telah ditentukan dapat dicapai.
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2.1.2 Ciri-Ciri Koordinasi

Ciri-ciri koordinasi menurut Handayaningrat (1982:89) :

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu,
koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Sekalipun demikian pimpinan
tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan
kerjasama. Oleh karena itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang
sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.

2. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Karena koordinasi adalah pekerjaan
pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga
tujuan dapat tercapai dengan baik.

3. Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (continue process). Artinya
suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangkai tercapainya tujuan
organisasi.

4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Oleh karena koordinasi
adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha
individu, tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk
mencapai tujuan bersama.

5. Konsep kesatuan tindakan. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari
koordinasi. Hal ini berarti pimpinan harus mengatur usaha-usaha/ tindakan-
tindakan dari pada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya
keserasian di dalam mencapai hasil bersama.

6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan dari
usaha/ tindakan meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut

serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.
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Dari ciri-ciri koordinasi yang telah dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan,
bahwa dalam menjalankan suatu organisasi peran pemimpin sebagai pengarah dan
pengemban tanggung jawab sangat dibutuhkan dan juga dalam melakukan suatu
koordinasi kerjasama yang baik sangatlah dibutuhkan untuk mencapai tujuan

organisasi.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Koordinasi

Tujuan Koordinasi menurut Ndraha (2011:295), yaitu :

a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui
sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai
dependen suatu organisasi.

b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tinginya setiap kegiatan
interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang
mengikat semua pihak yang bersangkutan.

c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif
dikalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda,
agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit

kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Sedangkan menurut Hasibuan (2014:87), tujuan koordinasi yaitu:

a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah
tercapainya sasaran perusahaan.

b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan.

¢. Untuk mengindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
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d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
e. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah organisasi
atau perusahaan.

f.  Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perushaan.

2.1.4 Kebutuhan Akan Koordinasi

Koordinasi dibutuhkan dalam setiap hubungan kerja dalam suatu organisasi, sebab
tanpa ada koordinasi setiap anggota dalam suatu organisasi tidak mempunyai
pegangan dalam menentukan tujuan mereka, sehingga akan merugikan organisasi
itu sendiri. Adanya koordinasi diharapkan akan membuat keharmonisan atau
keserasian seluruh kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, sehingga tiap
departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras.

Koordinasi merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang serasi, selaras dan

seimbang. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi

dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan.

Menurut James D. Thompson (Handoko, 2011:196), terdapat (3) tiga macam

saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi yaitu :

1. Saling ketergantungan yang menyatu (pooled interdependence); apabila
satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam
melaksanakan kegiatan harian tetapi saling tergantung pada pelaksanaan kerja
setiap satuan yang memusakan untuk hasil akhir.

2. Saling ketergantungan yang berurutan (sequential interdependence), di mana
satuan-satuan organisasi harus melaksanakan pekerjaannya terlebih dahulu

sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
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3. Saling ketergantungan timbal balik (reciprocal interdependence), merupakan

hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

2.1.5 Mekanisme Koordinasi

Menurut Handoko (2011:199-201) mekanisme-mekanisme untuk pencapaian
koordinasi adalah komponen-komponen vital dalam manajemen yang secara

ringkas dapat di uraikan sebagai berikut:

Bagan 2. Tiga Pendekatan Untuk Koordinasi Yang Efektif

Pendekatan | : TEKNIK-TEKNIK
MANAJEMEN DASAR

1. Aturan dan Prosedur
2. Hirarki Manajemen
3. Penerapan Tujuan dan Rencana

Pendekatan |1 : Pendekatan I1l : MENGURANGI
MENINGKATKAN KEBUTUHAN AKAN
KOORDINASI POTENSIAL KOORDINASI
4. Investasi Dalam Sistem 6. Penciptaan Sumberdaya-
Informasi Vertikal Sumberdaya Tambahan
5. Penciptaan Hubungan- 7. Penciptaan Tugas-Tugas
hubungan Kesamping Yang Dapat Berdiri Sendiri

Sumber : Handoko (2011: 199)

1. Hierarki manajerial. Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang
formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat
menumbuhkan integrasi bila di rumuskan secara jelas dan tepat serta

dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.



19

. Aturan dan prosedur. Aturan-aturan dan prosedur—prosedur adalah keputusan-

keputusan manajerial yang dibuat untuk menanggani kejadian-kejadian rutin,

sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisisen untuk koordinasi dan

pengawasan rutin.

Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat di

gunakan untuk pengkoordinasian melaui pengarahan seluruh satuanorganisasi

terhadap sasaran-sasaran yang sama.

Sistem informasi vertikal. Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui

mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi.

Hubungan-hubungan lateral (Horizontal). Melalui pemotongan rantai perintah,

hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat

pada tingkat hirarki di mana informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa

hubungan lateral, yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kontak langsung antar individu-individu yang dapat meningkatkan
efektifitas dan efisiensi kerja.

b. Peranan penghubung, yang menangani komunikasi antar departemen
sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi.

c. Panitian dan satuan tugas. Panitia biasanya diorganisasikan secara formal
dengan pertemuan yang dijadwalkan teratur.

d. Pengintegrasian peranan-peranan.

e. Peranan penghubung manajerial.

f. Organisasi matrik.

Penciptaan sumberdaya-sumberdaya tambahan. Sumber daya tambahan

memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja.
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7. Penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi

kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi.

Sedangkan sarana atau mekanisme koordinasi menurut Follet dalam Syamsi
(1994:119) terdapat beberapa metode atau sarana koordinasi yang dapat dipakai
cukup baik. Koordinasi dapat berhasil baik, melalui hubungan langsung secara
horizontal. Koordinasi akan dapat dilakukan dengan mudah pada tingkat
pembuatan kebijaksanaan dan permulaan perencanaan. Koordinasi merupakan
proses kegiatan yang berkesinambungan. Sarana utama untuk melakukan
koordinasi agar dapat berhasil baik yaitu:
1. Wewenang (authority)
Wewenang formal dipandang sebagai alat yang sangat berperan dalam
pelaksanaan koordinasi. Setiap bentuk organisasi, wewenang ini berada pada
setiap pimpinan ataupun tingkatannya. Pimpinan melakukan koordinasi
terhadap bawahannya supaya mereka dapat bekerja sama dalam unitnya, untuk
itu pimpinan perlu memiliki wewenang yang cukup.
2. Tujuan, Kebijaksanaan, Peraturan, Prosedur dan Metode
Mekanisme kegiatan pengawasan dan koordinasi yang efektif itu dapat
dilakukan berdasrkan atau berpedoman pada tujuan, kebijaksanaan, peraturan,
prosedur dan metode. Oleh karena itu dapat dikatakan tujuan dan lain
sebagainya itu merupakan sarana kegiatan koordinasi.
3. Pejabata Penghubung (liaison men)
Pejabat penghubung kadang-kadang diperlukan untuk memperlancar
koordinasi antar-bagian. Pejabat penghubung ini diperluan misalnya apabila

pucuk pimpinan organisasi terlalu sibuk menjalankan tugas pokok lainnya,



21

apalagi kalu unit-unit yang perlu dikoordinasikan itu berada di tempat yang
agak berjauhan.

. Panitia dan Konperensi (committee and conference)

Banyak organisasi dalam melaksanakan kegiatannya itu secara resmi
membentuk panitia, kosperasi, tim, satuan tugas (task force) dan kelompok
formal lainnya.

Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu sarana paling efektif dari koordinasi. Koordinasi
akan membatasi dengan menyampaikan kebijaksanan, peraturan, prosedur,
metode, instruksi dan lain-lainnya ke seluryh unit organisasi.

. Tawar-menawar (bargaining)

Perundingan atau tawar-menawar dapat digunakan sebagai sarana koordinasi
antara individu dan kelompok dengan pimpinan.

. Sistem Penghargaan (reward system)

Sistem penghargaan pun dapat juga digunakan sebagai sarana koordinasi. Para
anggota panitia koordinasi akan mendapat penghargaan yang lebih besar jika
dalam menjalankan fungsi koordinasi antar kelompok independen daripada
keberhasilan mengkoordinasikan di antara kelompok atau bagiannya sendiri.
Koordinasi Sukarela (valuantary coordination)

Koordinasi sukarela ini dibutuhkan dalam hal koordinasi yang bersifat
horizontal. Koordinasi ini dapat berkaitan dengan adanya perjanjian kerjasama
(kontrak) antara pimpinan organisasi yang satu dengan yang lain. Adapun

tujuan adanya perjanjian kerjasama ini adalah supaya terdapat koordinasi
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antara bagian-bagian yang saling membutuhkan dalam melaksanakan tugas
atau kegiatan tertentu.

9. Pengelolaan Proyek (project managemen)
Pengelolaan proyek akan efektif apabila tujuannya jelas, dan membutuhkan
koordinasi di antara tenaga-tenaga fungsional yang ahli dalam menjalankan
tugas-tugasnya. Pengelolaan proyek digunakan untuk menyelesaikan tugas-

tugas yang memerlukan koordinasi antar-bagian.

2.1.6 Jenis-Jenis Koordinasi

Menurut Handayaningrat (1982:90-92) terdapat jenis-jenis koordinasi diantaranya
yaitu:

1. Koordinasi Vertikal (struktural)

Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Dimana dalam
koordinasi ini antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan
secara struktural terdapat hubungan hierarkis. Hal ini juga dikatakan koordinasi
yang bersifat hierarkis, karena satu dan yang lainnya berada pada satu garis
komando.

2. Koordinasi Fungsional (Horizontal)

Koordinasi fungsional yaitu koordinasi yang dilakukan secara horizontal. Hal ini
disebabkan karena sebuah unit organisasi tidak mungkin dapat melakukan
melakukan sendiri tanpa bantuin unit organisasi lainnya. Dengan perkataan lain
bahwa koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi

lainnya mempunyai hubungan secara fungsional dalam pelaksanaan tugas
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pokoknya. Dalam koordinasi fungsional ini dapat pula dibedakan antara

koordinasi fungsional yang bersifat intern dan ekstern.

1)

2)

3.

Koordinasi fungsional yang bersifat intern, yaitu bahwa unit-unit dalam
organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional ini
diperlukan, karena antara unit satu dengan unit lainnya mempunyai hubungan
kerja secara fungsional.

Koordinasi fungsional yang bersifat ektern, yaitu koordinasi antara organisasi
satu dengan organisasi lainnya. Hal ini mungkin menyangkut satu atau
beberapa organisasi. Koordinasi fungsional ini dilakukan , karena sebuah
organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari
organisasi lainnya. Misalnya: Departemen Pemerintah RI, di mana setiap
Departemen hanya menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan
dan pembangunan di bidangnya masing-masing. Untuk menyelenggarakan
tugas tersebut diperlukan kerjasama antar Departemen atau antar Departemen
dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pendekatan antar disiplin (Inter-disciplinary approach)

Sesuai dengan tugas pokok Pemerintahan RI, bahwa departemen-departemen dan

Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen, adalah melaksanakan tugas

pokok Pemerintah RI di bidangnya masing-masing. Untuk mencapai tugas pokok/

tujuan negara diperlukan pendekatan antar disiplin (ilmu pengetahuan) yang

dilakukan oleh tiap Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen.

4.

Pendekatan lintas sektoral atau serba fungsi
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Suatu proyek pembangunan menyangkut berbagai sektor atau sub sektor. Oleh
karena itu agar proyek ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat,

diperlukan pendekatan terhadap beberapa sektor atau sub sektor.

2.1.7 Karakteristik Koordinasi yang Efektif

Menurut Ibnu Syamsi (1994:116) koordinasi yang baik harus dapat menciptakan

hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas dalam organisasi.

2. Adanya suasana persaudaraan dan semangat kerja sama yang besar dalam
organisasi.

3. Adanya kontak-kontak dan komunikasi yang cukup di antara orang-orang
dalam organisasi.

4. Koordinasi ditetapkan dan dilaksanakan sebagai kesatuan dengan

perencanaan, pembimbingan dan pengendalian.

2.1.8 Masalah-Masalah dalam Pencapaian Koordinasi

Peningkatan spesialisasi akan menaikan kebutuhan akan koordinasi. Akan tetapi
semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer untuk
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda.
Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch dalam Handoko (2011:197) telah
mengemukakan empat tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara

bermacam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi yang
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mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif,

yaitu:

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari
departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang
bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Bagian penjualan
menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamankan daripada
kualitas produk. Bagian akuntansi melihat biaya sebagai faktor paling penting
sukses organisasi. Bagian pemasaran mengemukakan desain produk sebagai
yang paling esensial.

2. Perbedaan dalam orientasi waktu. Manajemen produksi akan lebih
memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam
periode waktu pendek. Bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat
dengan masalah-masalah jangka panjang.

3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Kegiatan produksi memerlukan
komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar,
sedangkan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai
dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan
yang lain.

4. Perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi
mungkin mempunyai metode-metode dan standar-standar yang berbeda untuk
mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan.
Dalam departemen produksi di mana kuantitas dan kualitas diawasi secara

ketat, proses evaluasi dan balas jasa dilakukan formal. Dalam departemen
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personalia standar pelaksanaan dapat lebih longgar, di mana karyawan

dievaluasi kualitas kerjanya selama periode waktu tertentu.

2.2 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen
pemerintahan modern. Hal ini sesuai dengan pendapat Sepriyatna dalam Anggara
(2012:567) yang menyatakan bahwa masyarakat yang semakin maju
membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis, dan
menjamin adanya kepastian. Selain itu, Moenir dalam Anggara (2012:568)
mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui

aktivitas orang lain secara langsung.

Kotler dalam Rusli (2015:165) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan
aktivitas yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak
berwujud (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan. Kotler berpandangan
bahwa yang namanya pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan
pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam bidang kehidupan

tertentu untuk kepentingan umum.

Dilihat dari segi bentuknya, pelayanan tidak hanya berbentuk aktifitas atau
manfaat, tetapi bisa pula berbentuk pelayanan barang dan/ atau jasa yang
dikonsumsi secara bersamaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Murdick,
Render, Rusei dalam Anggara (2012 :570) bahwa pelayanan dapat didefinisikan
sebagai suatu aktivitas ekonomi yang memproduksi atau menghasilkan waktu,

tempat, bentuk, dan kebutuhan atau keperluan psikologis.
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Selain definisi yang dikemukakan sejumlah ahli, undang-undang No. 25 Tahun
2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa “ Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggaraan pelayanan publik”. Menurut undang-undang ini pelayanan dapat
dibedakan ke dalam dua bentuk yaitu : Pelayanan administratif dan pelayanan
barang. Penyelenggaraan pelayanan publik sektor pemerintah diselenggarakan
oleh unsur seperti : penyelenggaraan negara, penyelenggara ekonomi negara,

koperasi dan lembaga-lembaga pelayanan yang ditunjuk oleh negara.

Menurut Rusli (2015:168) Berdasarkan beberapa konsepsi tentang pelayanan
publik maka secara umum sebuh konsep pelayanan umum terbangun dari
beberapa unsur pokok seperti:

1. Pemerintah (Servant)

2. Masyarakat (Customer)

3. Hubungan antara Servent dan Customer (Relation)

4. Lingkungan (Environment)

2.3 Pelayanan Jasa Transportasi Publik

Seperti pembahasan sebelumnya salah satu fungsi kota atau elemen penting
perkotaan adalah transportasi. Transportasi menurut Adisasmita (2014:01)
diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke

tempat tujuan. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana
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kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ketempat tujuan, kemana kegiatan

pengangkutan tersebut diakhiri.

Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan (service activities) (Adisasmita,
2014:01). Transortasi publik memiliki peran sangat penting dalam bidang
ekonomi, sosial dan politik. Peranan transportasi perkotaan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat di perkotaan seperti alat untuk mendukung/ memperlancar
arus pertukaran barang dan jasa. Masyarakat kota cenderung untuk memanfaatkan
fasilitas publik dalam sistem transportasi, seperti berbelanja, membayar pajak,
melakukan aktifitas sekolah dan bekerja. Transportasi diperlukan guna mengatasi

kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan.

Transportasi merupakan sektor jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat
dalam melaksanakan berbagai kegiatan perekonomian dan pembangunan,
kegiatan transportasi sangat luas karena meliputi berbagai unsur yang aktif dalam
pemindahan manusia dan barang dari suatu tempat asal ke tempat-tempat tujuan
yang melibatkan berbagai stakeholders (pihak-pihak yang terkait), yang terutama
adalah (1) pengguna jasa transportasi (user) atau penumpang dan pemilik barang,
(2) operator (perusahaan pengangkutan), (3) tenaga kerja di sektor transportasi,

(4) pemerintah sebagai regulator,dan (5) Masyarakat (Adisasmita, 2014: 73)

Sebagaimana tertulis dalam kebijakan transportasi secara nasional (Sitranas,
2005), pemerintah merumuskan berbagai strategi dan upaya yang diarahkan
utamanya kepada : (1) meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, (2)
meningkatkan keselamatan  dan keamanan transportasi, (3) meningkatkan

pembinaan pengusaha transportasi, (4) meningkatkan kualitas sumberdaya
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manusia, serta ilmu pengetahuan dan tekhnologi, (5) meningkatkan pemeliharaan
dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energi, (6)
meningkatkan penyediaan dana pembangunan transportasi, dan (7) meningkatkan

kualitas administrasi negara di sektor transportasi (Adisasmita, 2014: 27)

Setelah dikemukakan kebijakan umum Sitranas (Sistem Transportasi Nasional)
sebagai arahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan transportasi, maka selanjutnya
perlu dibahas penjabarannya dalam kebijakan transportasi perkotaan, bukan pada
substansinya tetapi lebih kepada bagaimana cara pelaksanaanya. Untuk
mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien dan sesuai dengan
National Transportation Policy, maka dibutuhkan koordinasi antara isntansi
terkait secara internal maupun eksternal sesuai dengan kebijakan transportasi yang
terkonsolidasi, terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronasi, berkesinambungan dan

harmoni (Adisasmita dan Adji, 2011: 18).

2.4 Angkutan Kota

2.4.1 Pengertian Angkutan Kota

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001:211) angkutan kota adalah angkutan dari
suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah suatu kota dengan menggunakan mobil
bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat pada trayek tetap dan

teratur.

Menurut Jatikusumo Angkutan Kota atau angkot adalah salah satu sarana
perhubungan dalam kota dan antar kota yang banyak digunakan di Indonesia,

berupa mobil jenis minibus atau van yang dikendarai oleh seorang supir dan
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kadang juga dibantu oleh seorang kenek. Tugas kenek adalah memanggil
penumpang dan membantu supir dalam perawatan kendaraan (ganti ban mobil,
isi bahan bakar,dan lain-lain). Setiap jurusan dibedakan melalui warna armadanya
atau melalui angka. (http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-12557-

Paper.pdf diakses pada 10 Oktober 2017)

Sedangkan Warpani (2002:44) mengartikan angkutan kota adalah angkutan dalam
wilayah administrasi kota. Angkutan kota merupakan jenis moda angkutan umum
di wilayah perkotaan yang beroperasi dan bergerak di darat, yang melayani dan
mengangkut penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan, angkutan kota tidak
dapat dipisahkan dari sistem kegiatan perkotaan, khususnya bagi masyarakat
pengguna angkutan umum yang tidak mempunyai pilihan moda lain untuk

melaksanakan kegiatan.

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan
pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang
baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Pelayanan angkutan
umum penumpang akan berjalan dengan baikapabila tercipta keseimbangan antara
ketersediaan dan permintaan. Dalam hal ini pemerintah perlu campur tangan
dengan tujuan antara lain (Warpani, 2002):

a. Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna

jasa angkutan, petugas pengelola angkutan dan pengusaha jasa angkutan;

b. mengarah agar kegiatan angkutan tidak menganggu lingkungan; menciptakan

persaingan yang sehat;


http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-12557-Paper.pdf
http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-12557-Paper.pdf
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c. membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan
meningkatkan pelayanan jasa angkutan;
d. menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan;

mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan.

Karakteristik angkutan kota di indonesia adalah sebagai berikut :

1. Trayek sudah di tentukan.

2. Setiap tujuan ataupun jurusan yang akan di tempuh di bedakan melalui warna
armada ataupun melalui angka.

3. Armada yang di gunakan adalah bus kecil.

4. Tarifnya di tentukan oleh pemerintah dan penyedia jasa angkutan.

Keuntungan memilih angkutan kota sebagai moda angkutan umum untuk wilayah

perkotaan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Biaya Rendah (Low Cost)

2. Membantu mengurangi kemacetan

3. Memungkinkan untuk mengubah tujuan di tengah perjalanan

4. Intensitas keberangkatan yang lebih sering, angkutan kota tidak mempunyai
jadwal keberangkatan yang tetap, karena keberangkatan angkutan kota
biasanya ditentukan oleh jumlah penumpang.

5. Angkutan kota mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga dapat bergerak

kapan saja.

Kelemahannya adalah :

1. Pelayanan yang kurang bagus, kondisi tempat duduk kurang begitu nyaman.
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2. Angkutan kota dapat menaikkan dan menurunkan penumpang disepanjang
rutenya sehingga mengakibatkan waktu perjalanan yang dapat berubah-ubah.

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63506/Chapter%20l.pdf

?sequence=4&isAllowed=y, diakses pada 20 September 2017)

2.4.2 Kualitas Operasional Angkutan Kota

Menurut Wells (1975:45) tujuan dasar dari penyediaan angkutan umum adalah
menyediakan pelayanan angkutan yang baik handal, nyaman, aman, cepat dan
murah untuk umum. Faktor yang mempengaruhi kualitas operasi angkutan umum,
antara lain:

a. Load factor, yaitu perbandingan jumlah penumpang dengan kapasitas tempat
duduk mobil penumpang. Misalnya load factor 50 %, ini berarti jumlah
tempat duduk yang kosong adalah setengah dari kapasitas yang ditetapkan.
Load factor cenderung tinggi pada jam-jam sibuk, apabila tidak diimbangi
dengan peningkatan frekuensi pelayanan akan menimbulkan kelebihan muatan
sehingga tingkat pelayanan menurun hal ini akan menimbulkanpenurunan
tingkat kepuasan penumpang dan terjadi perpindahan moda, persepsi negatif
terhadap sistem, dan gangguan terhadap keamanan.

b. Waktu tempuh rute, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu rute
secara utuh dari asal sampai ke akhir tujuan rute.

c. Frekuensi pelayanan, yaitu jumlah perjalanan kendaraan dalam satuan waktu
tertentu.

d. Jumlah armada, yaitu jumlah kendaraan yang beroperasi pada satu rute.

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63506/Chapter%201.pdf
?sequence=4&isAllowed=y, diakses pada 20 September 2017)


http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63506/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63506/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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2.5 Kerangka Pikir

Upaya membenahi kondisi transportasi perkotaan terus dilakukan olehpemerintah.
Pemerintah pusat melalui regulasi transportasi yang telah disusun dalam UU No
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mewajibkan seluruh
pemerintah daerah menerapkan sistem transportasi yang handal dan cenderung ke
pembangunan angkutan umum, yang ketersediaannya seimbang dengan
kebutuhan pergerakan. Mobilitas penumpang dan barang juga harus terjamin,
misalnya; dengan penyediaan alat angkut yang memadai yang dilengkapi oleh

fasilitas pendukungnya.

Kota Bandar Lampung sebagai pusat seluruh kegiatan di Provinsi Lampung baik
itu pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya. Membuat banyaknya masyarakat
yang melakukan urbanisasi dan membuat pertamabahan jumlah penduduk
semakin meningkat. Dampak urbanisasi dan pertambahan jumlah penduduk yang
demikian cepat serta diiringi dengan peningkatan pendapatan masyarakat memicu
terjadinya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor (pribadi) yang diperparah
dengan tingkat pelayanan transportasi umum yang semakin rendah mengakibatkan
penggunaan terhadap moda transportasi umum semakin sedikit sedangkan
penggunaan transportasi pribadi semakin meningkat. Hal tersebut membuat

kemacetan yang terjadi di kota bandar lampung tidak dapat dihindari.

Maka dari itu peningkatan pelayanan angkot sebagai salah satu angkutan umum
perkotaan sangatalah dibutuhkan guna meningkatkan peran serta mayarakat untuk
mau beralih menggunakan angkutan umum dibandingkan transportasi pribadi.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui instansi terkait,
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khususnya Dinas Perhubungan, memiliki peranan khusus dalam hal pengaturan

dan penertiban lalu lintas serta angkutan jalan yang ada di bandar lampung.

Namun dalam hal ini, untuk meningkatkan pelayanan angkutan kota pemerintah
sebagai regulator yaitu Dinas Perhubungan tidak dapat melakukannya dengan
sendiri, maka dari itu dibutuhkannya koordinasi dengan instansi-instansi terkait
yang berwenang dalam permasalahan angkutan kota ini sebagaimana yang
dikemukakan oleh Adisasmita (2014:73) transportasi merupakan sektor jasa
pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melaksanakan berbagai
kegiatan perekonomian dan pembangunan, kegiatan transportasi sangat luas
karena meliputi berbagai unsur yang aktif dalam pemindahan manusia dan barang
dari suatu tempat asal ke tempat-tempat tujuan yang melibatkan beberapa
stakeholders (pihak-pihak yang terkait), yang terutama adalah (1) pengguna jasa
transportasi (user) atau penumpang dan pemilik barang (2) operator (perusahaan
pengangkutan) (3) tenaga kerja di sektor transportasi (4) pemerintah sebagali

regulator, dan (5) masyarakat.

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan oleh penulis adalah konsep mengenai
koordinasi. Koordinasi ini diambil untuk menggambarkan mekanisme koordinasi
yang dilakukan dinas perhubungan dalam menyelenggarakan Pelayanan
Transportasi Publik di Kota Bandar Lampung. Konsep atau teori yang digunakan
oleh peneliti yaitu teori Stoner dalam Handoko (2011:199), tentang tiga

pendekatan untuk koordinasi yang efektif.
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I11. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang
menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya
tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya (Jauhari, 2010:48). Alasan peneliti
menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif ialah karena sifat dari
penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggabarkan dan menjelaskan suatu
keadaan di mana dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana
koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan
pelayanan angkutan kota di Bandar Lampung. Penggambaran keadaan tersebut
tidak hanya dilakukan dengan sekedar mengumpulkan data semata, tetapi juga
menganalisis, mengamati suatu fenomena atau peristiwa secara terperinci yang

diperoleh di lapangan.

Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2016:09) adalah metode penelitian yang
berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meniliti pada kondisi
obyek yang alamiah. Peneliti menggunakan pendekatakan kualitatif karena
peneliti merasa bahwa pendekatan ini lebih mudah disesuaikan apabila

dihadapkan dengan kenyataan ganda, selain itu metode kualitatif membangun
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hubungan langsung antara peneliti dengan informan. Hal ini dikarenakan dalam
pendekatakan kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka,
melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan,
dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang
menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita
yang terjadi dilapangan, melalui data wawancara, dokumentasi maupun catatan
yang peneliti dapatkan dilapangan dan mencocokkannya dengan teori yang

berlaku.

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu
bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana Koordinasi Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pelayanan jasa
transportasi angkutan Kota di Bandar Lampung dan hambatan-hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi melalui proses wawancara mendalam
kepada aktor-aktor yang terkait, serta data berupa dokumen-dokumen, dan foto-
foto yang peneliti dapatkan di lapangan, sehingga dari wawancara dan data
tersebut gambaran yang peneliti gambarkan menjadi jelas dan dapat ditarik

menjadi suatu kesimpulan.

3.2 Fokus Penelitian

Guna mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti Kkualitatif
menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi
studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang

relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif
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lebih didasarkan pada tingkat kajian yang diteliti.

Adapun yang menjadi Fokus dalam Penelitian ini yaitu :

1. Koordinasi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan jasa
transportasi angkutan kota di Bandar Lampung. Fokus ini diarahkan pada
pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Adapun Fokus yang
digunakan oleh peneliti yaitu dikemukakan oleh Stoner (1992) dalam
Handoko (2011: 199) yang meliputi :

b. Hirarki Manjerial

Hirarki manajerial dalam koordinasi di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana
wewenang Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dengan instansi terkait
dalam hal meningkatkan pelayanan anngkot di Bandar Lampung. Selain itu
hirarki manajerial ini digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran
sistem koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan instansi
terkait.

c. Aturan dan Prosedur

Aturan dalam koordinasi dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana
peraturan Dinas Perhubungan dan instansi lainnya dalam melakukan
koordinasi. Sedangkan prosedur dalam koordinasi di sini dilakukan untuk
mengatahui bagaimana tindakan-tindakan atau pengawasan yang dilakukan
Dinas Perhubungan dan polresta terkait peningkatan pelayanan jasa angkutan
kota, khusunya pada angkutan kota yang sering dikendarai secara ugal-ugalan.
d. Rencana dan Penetapan Tujuan

Perencanaan dan penetapan tujuan dalam koordinasi di sini yaitu untuk

mengetahui bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
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Kota Bandar lampung dengan instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan
angkutan kota. Perencanaan di sini dilakukan untuk melihat apa saja program-
program atau kebijakan yang dibuat oleh Dinas perhubungan, DPC Organda,
dan Polresta dan apa tujuan dari perencanaan atau program tersebut.

e. Sistem Informasi Vertikal

Sistem informasi secara vertikal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana
komunikasi yang dilakukan oleh Dinas perhubungan dengan DPC Organda,
Polresta, Para pengusaha angkot dan masyarakat dalam melakukan koordinasi
untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan kota.

f.  Hubungan-hubungan atau Sistem Informasi Horizontal

Dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan kota, tentu saja
Dinas Perhubungan tidak dapat bekerja sendiri, maka dari itu diperlukannya
koordinasi secara horizontal, di mana koordinasi ini dilakukan dengan unit-
unit bagian dalam Dinas Perhubungan dan instansi-instansi terkait. Hubungan-
hubungan di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan-peranan instansi
terkait dalam hal meningkatkan pelayanan angkutan kota, dan sistem
informasi di sini lebih ditekankan pada bagaimana komunikasi yang dilakukan
dalam berkoordinasi.

g. Penciptaan Sumberdaya-sumberdaya Tambahan

Penciptaan sumberdaya tambahan di sini dimaksudkan untuk mengetahui
apakah ada sumberdaya-sumberdaya yang dibentuk untuk membantu Dinas
Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan angkot di Kota Bandar

Lampung.
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h. Penciptaan Tugas-tugas yang Berdiri Sendiri
Penciptaan tugas-tugas ini dimaksudkan untuk mengurangi tumpang tindih
suatu pekerjaan. Peneliti mengambil fokus ini untuk mengetahui apakah ada
penciptaan tugas-tugas yang dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Perhubungan
dan instansi terkait dalam pengendalian terhadap angkutan kota di Bandar
Lampung, tanpa harus adanya tumpang tindih pekerjaan.

2. Hambatan-hambatan dalam berkoordinasi

Hambatan ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti di Dinas

Perhubungan terkait fokus penelitian yang peneliti gunakan yaitu tentang

pendekatan koordinasi yang efektif.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Agar
data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diangkat maka peneliti
mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 34, Kota Bandar Lampung sebagai
lokasi penelitian utama sehingga akan diperoleh data yang cukup untuk
melaksanakan penelitian ini. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Dinas
Perhubungan kota Bandar Lampung merupakan organisasi pemerintah yang
bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan di Kota Bandar Lampung, sehingga dengan ini diharapkan peneliti
dapat mengetahui bentuk koordinasi Dinas Perhubungan dengan Intansi terkait

dalam hal peningkatan pelayanan transportasi angkutan kota.
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3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofl dalam Moleong (2010:157) sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau
orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk
mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus
penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

1. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Dinas
Perhubungan, baik melalui pengamatan secara langsung maupun mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa narasumber. Dalam memperoleh data
primer peneliti melakukannya melalui observasi dan wawancara dengan pihak
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan
daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan

pada saat wawancara berlangsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.
Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan
kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang
digunakan oleh penelitu berkenaan dengan penelitian ini yaitu peraturan
perundang-undangan, pedoman pelaksanaan, literatur, artikel, koran dan yang
berkenaan dengan koordinasi peningkatan pelayanan jasa transportasi angkot di

Kota Bandar Lampung.
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Tabel 3.
Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No Dokumen Substansi

1 Undang-Undang Dasar Republik | Berisi tentang Pengaturan pembangunan lalu
Indonesia No. 22 Tahun 2009 Lalu | lintas dan angkutan jalan.
Lintas Dan Angkutan Jalan.

2 Keputusan Walikota Bandar Mengatur tentang pembentukaan koordinasi
Lampung Nomor 40/12/HK/2011 forum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota
Tentang Pembentukan Forum Lalu | Bandar Lampung.

Lintas dan Angkutan Jalan.

3 Peraturan Menteri Perhubungan | Berisi tentang peraturan standar pelayanan
Nomor PM 29 Tahun 2015 | angkutan umum dalam trayek.

Tentang Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Orang Dengan
Kendaraan ~ Bermotor  Umum
Dalam Trayek.

Sumber : Diolah oleh peneliti Tahun 2017

3.5 Informan Penelitian

Narasumber atau informan merupakan orang yang bisa memberikan informasi-
informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan Informan dalam
penelitian ini dilakukan oleh peneliti melalui pertimbangan bahwa orang yang
dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan
permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan

dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4.
Informan Penelitian
No Informan Substansi/ Jabatan Informan Waktu Wawancara
1. Bapak Irman Kepala Seksi Angkutan orang Dinas 06 Desember 2017
Saputra Perhubungan Kota Bandar Lampung
2. Bapak Badil Kepala Seksi Pengendalian dan 06 Desember 2017

Operasional Dinas Perhubungan Kota
Badar Lampung
3. Bapak Gede Sekertaris DPC Organda Kota Bandar 21 November 2017

Jelantik Lampung

4, Bapak Antoni | Min LakalLantas Polresta Kota Bandar 14 Desember 2017
Syahruna Lampung

5. Bapak Bripka | Staf Bagian Unit Dikyasa Polresta 14 Desember 2017

Roni Kota Bandar Lampung
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No Informan Substansi/ Jabatan Informan Waktu Wawancara
6. Bapak Pemilik dan Pengemudi Angkot di | 18 Desember 2017
Iskandar, Kota Bandar Lampung
Bapak Antoni,
Bapak Johan

7. Nabila Aisyah, | Masyarakat Pengguna Angkutan Kota 20 Januari 2018
Ibu  Nuraini, | di Bandar Lampung

Bapak  Abu
Bakar, Ibu
Ana

Sumber : Diolah oleh peneliti Tahun 2017

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk
mendapatkan data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang
peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara (Interview)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada proses ini,
peneliti mewawancarai informan-informan yang berasal dari Dinas Perhubungan
Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, DPC Organda Kota Bandar

Lampung, para pengusaha angkot, dan masyarakat pengguna angkutan.

Sebelum melakukan suatu wawancara Peneliti menyusun panduan wawancara
terlebih dahulu berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi
dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti
menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya proses wawancara lebih
terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait koordinasi

Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan angkot di Bandar Lamung,
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sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat
dan mendengarkan keterangan dari informan. Peneliti melakukan wawancara
dengan menghubungi setiap informan, dan waktu pelaksanaan wawancara peneliti

lakukan sesuai dengan keinginan informan.

2. Teknik Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2016:226) menyatakan bahwa observasi atau
pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap gejala,
kejadian, atau sesuatu. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara

terlibat (partisipatif) dan secara nonpartisipatif.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan obervasi partisipatif atau tipe
partisipasi pasif (passive participation). Dalam hal ini, peneliti terlibat dengan
kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai
sumber data penelitian. Observasi langsung memang membuat peneliti
membenamkan diri di dalam masalah yang sedang diteliti. Pengamatan langsung
dalam penelitian ini sangat bermanfaat untuk membuat banyak deskripsi terkait

dengan penelitian ini.

Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan mengunjungi kantor Dinas
Perhubungan, Organda dan polreta beberapa kali, kunjungan ini dilakukan peneliti
untuk mengetahui bagaimana Dinas Perhubungan dalam menjalankan koordinasi
untuk meningkatkan pelayanan angkot di Bandar Lampung, dan peneliti melihat
pada tanggal 14 Desember di kantor Polresta Bandar Lampung sedang
dilakukaannya rapat koordinasi yang dihadiri oleh Pemkot Bandar Lampung,

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan DPC Organda Kota Bandar



45

Lampung, rapat ini dijalankan dalam rangka perencanaan pembuatan perda
terbaru untuk meningkatkan pelayanan angkutan jalan dan lalu lintas di Kota

Bandar Lampung.

Selain itu peneliti juga melakukan observasi dengan ikut menaiki angkot yang ada
di Kota Bandar Lampung dengan trayek rajabasa-Tanjung Karang, Way Halim-
Tanjung Karang dan Pemata Biru-Tanjung Karang. Observasi yang peneliti
lakukan bukan hanya menaiki angkot saja, namun peneliti juga sedikit
berbincang-bincang dan melakukan wawancara dengan beberapa pengguna
angkot di Bandar Lampung, di mana dari beberapa wawancara tersebut peneliti
mendapatkan gambaran bahwa angkot masih dibutuhkan olenh masyarakat di
Bandar Lampung, namun pelayanan angkot belum sama banyak mengalami
perubahan, koordinasi Dinas Perhubungan dalam melakukan razia pun sudah
jarang dilaksanakan. Masyarakat pun lebih memilih menaiki angkot yang
dikendarai oleh pengendara yang lebih tua dibandingkan dengan pengendaraan
yang masih muda, hal ini dikarenakan cara mengendarai mereka yang berbeda dan

kenyamanan yang berbeda.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, data dalam penelitian ini juga diperoleh
lewat fakta yang tersimpan dalam benttuk surat, catatan surat arsip foto, hasil
rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data dokumen seperti ini bisa
dipakai untuk menggali informasi yang tejadi di masa silam. Menurut Sugiyono
(2016:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
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Dokumentasi bisa disebut sebagai pelengkap teknik observasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif, karena melalui dokumen-dokumen yang ada peneliti
dapat mengumpulkan data lebih banyak lagi. Pada penelitian ini dokumen yang
peneliti dapatkan adalah dokumen-dokumen seperti Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang peneliti dapatkan dari
internet, Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 40/12/HK/2011 Tentang
Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Walikota Nomor
50 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota
Bandar Lampung dan jurusan trayek angkot di Bandar Lampung yang peneliti
dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang
peneliti unduh dari internet pada 19 November 2017. Selain itu peneliti juga
mendapatkan foro-foto rapat koordinasi, pengadaan razia dan foto berita acara
pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dari Dinas Perhubungan

dan Polresta Kota Bandar Lampung.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto
dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat

kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,
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2010:244). Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (Reduction Data)

Menurut Sugiyono (2016:247) reduksi data dapat diartikan sebagai tahap
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian

berlangsung.

Hal-hal pokok yang peneliti rangkum di sini salah satunya yaitu wawancara yang
peneliti lakukan dengan beberapa instansi, yaitu Kepala Seksi Angkutan Orang
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kepala Seksi Pengendalian dan
Operasional Lalin Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Min Laka dan Staf
Dikyasa Polresta Kota Bandar Lampung, Sekertaris DPC Organda Kota Bandra
Lampung, pemiliki angkot dan masyarakat dengan menggunakan pertanyaan yang
sama dan disesuaikan dengan kriteria setiap informan untuk mencari jawaban
yang sesuai dengan apa yang diteliti dan memisahkan jawaban yang tidak sesuai

dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara
keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam
penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
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Dalam penelitian ini maka peneliti menyajikan data dalam bentuk teks deskriptif
untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis, data tersebut berupa
hasil wawancara yang dilakukan di Dinas Perhubungan, Dpc Organda, Polresta,
pengusaha angkutan, serta masyarakat diikuti dengan menyajikan bagan, tabel,
dokumen-dokumen dan foto atau gambar sejenisnya untuk memperjelas data
tersebut sehingga nantinya akan dapat mempermudah peneliti untuk menarik

suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada
bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh
dari observasi, wawancara,dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan maka
penulis dapat mengetahui sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan oleh Dinas
Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota di Bandar Lampung
sehingga peneliti dapat mengetahui inti dari setiap kegiatan yang dilakukan

selama melakukan penelitian ini.

Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan bahwa koordinasi Dinas Perhubungan
dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan kota di Bandar
Lampung belum cukup optimal di lakukan, walaupun dilihat dari fokus penelitian
koordinasi Dinas Perhubungan sudah dijalankan sesuai dengan beberapa fokus
tersebut, namun dilihat dari pelayanan angkot di Bandar Lampung yang masih
belum meningkat dan belum teraturnya para pengemudi angkot memebuat peneliti
mengambil kesimpulan tersebut. Walaupun dalam fokus penelitian, Dinas

Perhubungan sudah menjalankan koordinasinya seperti pengadaan razia sesuai
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dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dan komunikasi yang dilakukan antar
instansi berjalan dengan baik namun razia tersebut masih belum dilakukan secara
intensif, dan hal inilah yang membuat angkot mengendarai kendaraannya dengan

semena-mena dan tidak teratur.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan
penelitian dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data
dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Berdasarkan teknik-teknik
keabsahan, maka peneliti menggunakan teknik keabasahan data Derajat
kepercayaan, dengan menempuh teknik:

a. Kecukupan Refrensi

Kecukupan refrensi yang dimaksud di sini adalah adanya alat pendukung untuk
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh peneliti, kecukupan refrensi yang peneliti gunakan yaitu barupa
alat perekam wawancara. Rekaman wawancara tersebut peneliti gunakan untuk
mendukung dan memudahkan peneliti dalam mencatat data dan membandingkan
data yang peneliti kumpulkan dan dapatkan dari para informan di lapangan.
Sehingga bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagi patokan

untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

b. Triangulasi
Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat

kepercayaan informan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil
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wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan
informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan

yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah
teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan
informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil
dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber

bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang

tinggi.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai

koordinasi Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi

angkutan kota (angkot) di Kota Bandar Lampung, maka peneliti mengemukakan

simpulan sebagai berikut :

1.

Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan

optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuh pendekatan koordinasi yang

efektif hanya satu diantaranya yang masih belum berjalan dengan optimal,

yaitu :

a)

Hierarki manajemen yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan
instansi lainnya sudah dilaksanakan dengan optimal, sesuai dengan

peraturan yang ada dan tupoksinya masing-masing.

b) Aturan dan Prosedur yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam

melakukan koordinasi pengadaan razia untuk meningkatkan pelayanan
angkot sudah jelas sesuai dengan Keputusan Walikota dan Peraturan
Menteri yang ada, namun pengadaan razia ini belum dilaksanakan secara
rutin.

Koordinasi dalam Perencanaan dan Penetapan Tujuan untuk
meningkatkan pelayanan angkot sudah dilakukan dengan baik, di mana

dalam  melakukan perencanaan tersebut Dinas Perhubungan
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melakukannya dengan berkoordinasi dengan DPC Organda, Polresta dan
para pengusaha angkot. Dan tujuan diadakan koordinasi dalam
perencanaan inipun dimaksudkan untuk memberikan masukan-masukan
dalam pembuata suatu perencanaan.

d) Sistem Informasi vertikal dalam meningkatkan pelayanan angkot sudah
baik dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan jelas dilaksanakan di
lapangan.

e) Hubungan-hubungan Horizontal dalam meningkatkan pelayanan angkot
sudah baik dilaksanakan oleh setiap instansi, hal ini terlihat dari adanya
hubungan-hubungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Polresta,
DPC Organda dalam setiap melakukan koordinasi sesuai dengan peran
masing-masing instansi yang terlibat.

f) Penciptaan Sumberdaya-sumberdaya tambahan juga sudah dilakukan oleh
Dinas Perhubungan, yaitu dengan adanya koordinasi yang dilakukan
dengan para akademisi.

g) Tugas-Tugas yang Berdiri Sendiri di sini sudah dapat dikatakan mulai
berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari mulai dibentuknya Koperasi
angkot untuk memudahkan Dinas Perhubungan dalam melakukan

koordinasi.

2. Hambatan vyang dihadapi Dinas Perhubungan dalam berkoordinasi
meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkot di Bandar Lampung.

a) Bentuk usaha angkutan kota yang masih bersifat perusahaan perorangan.
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Bentuk usaha angkot yang masih bersifat perorangan ini membuat Dinas
Perhubungan dan instansi lainnya merasa sulit untuk melakukan koordinasi
dan menertibkan angkot di Bandar Lampung.

b) Pelaksanaan rapat mengenai peningkatkan pelayanan angkot yang tidak

rutin dilaksanakan

Rapat evaluasi sangatlah penting untuk mengetahui kordinasi yang dilakukan,
namun rapat tersebut sudah jarang dilakukan sehingga perencanan-
perencanaan pun tidak banyak dilakukan dan pengawasan yang juga semakin

jarang dilaksanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan terkait koordinasi

Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkot di

Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1.

2.

Perencanaan-perencanaan harus dibuat dengan lebih berinovasi lagi agar
kualitas pelayanan angkot pun lebih meningkat, seperti dibuatkannya baju
seragam khusus untuk para pengemudi angkot di Kota Bandar Lampung.
Jadwal rapat atau forum koordinasi dibuat dengan lebih teratur lagi sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Pengawasan terhadap angkot yang harus teratur dilaksanakan untuk dapat

meningkatkan pelayanan angkot di Bandar Lampung.
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